BUPATI KuDuUs

PERATURAN RUPATI KUDUS
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DT KABUPATE

ang

gat

N KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI KUDUS,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan

Daerali sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penetapan  batas
jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-
UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan
(SPP-GU) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetaplzan Peraturan Bupati ;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 . tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas d;m Korupg,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik IndonCS}a
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaa-z
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun QOQa
Nomor 5, Tambrhan Lembvaran Negara Republik Indones:
Nom-~r 4355);

.




6.

10.

11,

12.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tangpgungjawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Normor 4400),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
Perencanaan  Pembangunan
Republik  Indonesia

tentang  Sistem
Nasional (Lembaran Negara

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tarabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tabun 2014
tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor
2014 tentang Pemerintahan  Dacrah  (Lembaran  Negara
Rapublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

23 Tahun

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416), schagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan  Ketiga
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
Protokoler dan Keuangan Pimpinan
Perwakilan Rakyat

Atas Peraturan
tentang  Kedudukan

dan Anggota Dewan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah

Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjarnan Daerah

(Lembaran Ncgara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 13b, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indcnesia I.omor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambanan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomer 4576), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
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19,
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (l.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43578);

Peraturan Pemerintah Nomeor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 1635, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593;;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Inconesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indomnesiz
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indounesia Nomor 35163);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Dzaeran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor S, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomo 3272).

Peraturan Menter: Dalam Negeri Nomo: 13 Tahun 2006 tentang
Peaoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang
Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;

Peraturan Daerah Kabupaten Kiudus Nomor 3 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelclaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor $9);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 ‘Tahun 2014
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kudus Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2014 Nomor 9);




tapkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS JUMLAH UANG
PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adnlah Bupati aan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara nemerintahan daerah.

2. Bupati adalah Bupati Kudus.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah Perangkat Dacrah pada Pemerintah Dacrah selaku
pengguna anggaran / pengguna barang.

4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
mempunyair tugas melaksanakan  pengelolaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai
Bendahara Umum Daerah.

Pasal 2

(1) Penetapan batas jumlah Uang Persediaan adalah sebesar :
Belanja Pegawal Non LS+Belanja Barang dan Jasa Non LS+Belanja Modal Non LS
12

(2) Batas jumlah Uang Persediaan pada SKPD di Kabupaten Kudus
Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pengajuan besaran Uang Persedican pada tiap SKPD tidak boleh
melebihi batas jumlah Uang Persediaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 4

Pengajuan Ganti Uang Persediaan , diajukan setelah Uang
Persediaan digunakan paling sedikit 50% ( lima puluh persen )
dengan melampirkan surat pertanggungjawaban dan bukti
pendukung.

Pasal 5

Dalam hal penggunaan Uang Persediaan SKPD yang memerlukan
pendanaan untuk kebutuhan yang sangat mendesak, sedangkan
sisa dana yang tersedia tidak mencukupi, maka SKPD dapat
mengajukan Tambahan Uang.
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Pasal 6

Batas jumlah pengajuan Tambahan Uang harus mendapat

persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan
dan waktu penggunaan.

Pasal 7

Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam
waktu 1 ( satu ) bulan, maka sisa tambahan uang harus disetor ke
rekening kas umum daerah.

Pasal 8

Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikecualikan untuk :

a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 ( satu ) bulan; dan

b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah
ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali
Pengguna Anggaran ( PA )/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pasal 9

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran
bertanggungjawab penuh atas penggunaan uang persediaan yang
dokumennya sesuai peruntukan yang telah diklasifikasikan dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dan berdasar pada prinsip tepat

aturan, tepat administrasi, tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat
waktu.

Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
—Kabupaten Kudus.

Q i Ditetapkan di Kud
% pada tanggalll5 Janfiari 2015

indangkan d1 Kudus
la tanggal 16 Januari 2015

Digitally signed by
Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kudus

Date: 2019.10.22
NOOR YASIN 10:27:12 +07'00'

RITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN2015 NOMOR 2.



£ »)
y
OO0 LET \N,mw - - \O‘W\NWM.N‘QWI: B @\ohmwﬂw.m | \oob.@mn Se9 ~ - ooo.wvo.oﬂm‘ r HVyAva <oz<3mx‘zw,<w4@4mozmm Nva z<.r<m<ozmm SVNIQ| 87
0050011 £€9°0£4°001°T | 000°GLI'SOZ'El | 000'9¥S0E6°ZT | ooo'vzovLe B Quda wvRiviaas| 2z
xrizovs 0s.1z9%S | 00019+Sc9 | 000'SH0'88S | 00091429 _ HY¥3VA LFSV NYVIOTIONad Nviova| 9
O 950 989 - | esc9v0'989 000'6SSTET'8 | 000 H0S 9vL L 000'SS0'98% ~ wnwanviova| gz
¥0°ZEL 011 - — looszszort | 0000£0628 1 | 000°566'8+6 000°S€0 08€ ] _ NVIVAVOE4E NVA ISVSINVONO NVIOVE| by
/0 BTH 8Y N | oossev'gy | 000T9ZIBS | 000'TSSTIS 00001289 o LVAIV NVVIALHVIESEN NVIOVE| 7
0o i6s vl ~ |ess1es9rt [ 0006606SLT | 0000L2TtL 000628910 ~ NvNNONVEWId NVITVGNIDNId NVIOVE| £
OO eSL Y | eeeesL vy | ooozitzes | 000 0v6ETH 000 CLT°€C1 . ~ NVINONOMAEd NVIOVE| [
C6H LL ££8°C6L°LL 000056626 000202 °€2L 000°€42 902 LVHVAVASVIN NVONNENH NVIOVE| 0T
V0 YL6 6F ‘ £80°vL6°6Y 000°689 665 000'9S0°Z8% 000°€€9 211 WNMNH NVIOVE] 61
COEEO TS B 0SL°E€0°ZS 000504 29 000998 L6+ 000'5£5°9Z1 ~ VS3ONVHVINRIZWE NVIOVE| 8T
0G50 LT ££9°960°LT 000289 tz€ 000 L1+°Z€T 000°S9Z°26 NVHVINRIZNEd VAVL NVIOVE| 2T
73 91 L CHI 9 91L°S81 000°209°82Z°C 000°SS6° 166 [ 00G'Lb9 9EL n ~ Vrvd DNOWVd ISIT0d NVALYS| 9T
0 LZO OEL L99°L20°0% 000Z£E 095 T 000'8ES LYE I 000 v6L°CT1E ) © MILITOd NV VSONVE NVNLVSEM JOLNWM| ST
W EYT GLE 005 €¥Z'9LE 000226 V1St 000 1S 69t € 000 TLT'SHO'T VIVSIMRIVA NVa NYVAVANEEN SYNIA| 4T
S ovS B 000" bbC 21T 0003252zt 1 000°ZLHSZ1'1 000°9S0°L6Z NAVdIL NVNIZIIZd NYNVAVTEd NV TVGON NVWYNVNED Nvave| g1
VSR % A A QOW@VM.&VN OCORSL 086 C N00'ccc'ccL C 00099 v HYONANIW Z<Q ,:Umx OMM:Z <I:<WD ?{D‘_Wﬁwmw* 7<_N:\\U.Jlﬁ—?/:mm& W(/:Q NH i
G UG 99y M LEC'H56°99% 000°086 £09°S 000'62.°STT T coo'isz8LEE |, ISVADINSNVRL NV 'V da <o<zm_Wmsz\m‘wmza &
il ot eeeerrcorl 000°092°cZZ'1 000°v0€'SLO'T 000°'9S0°0ST HVYAAVA YNVONID NYONVINOONVNAd Nvavd| O1
6 ueh L6 051 856 LAY 000°S9Z°696°C 005°0LZ b6t b 000°G66 bLb | | VNVONTNED VOAVATAN NVA ‘NVAdWASEd ._.§<M¢>m<8z<<>«mmmmzwmmoaﬂm4W
O'6LE ZZT L99°6L2°7LL looogcsvLoc 000°LE8°S19' [ 000°612°8S0°1 1dIS z<s§<ozmm zf‘a‘z.\&x\bﬁ,_o'@mmﬂx m&zJ@ i WM
32727801 00S 82T 801 000 2CvL 8671 \ 000'vuC CcZ0'1 000'8£5'99¢C dNAIH NVONAMONIT JOLNYY| 2
) L6R 667 CLL L6 6T 000'89LB6SE | 000 8YY 588 T CO0'0ZEET L VMILVIWMOANI NYA ‘ISVMINNNON ‘NVONNENHNEG SYNIA| 9
SRR T _ £E8'£08°99C 000'9v9 10C © 000°0LL CIY T 000'9L8 88L HVYAVA NYNNONVEWEd z<mz<ozmmmm z<o<m \m
295129 _ 000’895 1LC 0009153 2.5 L ‘ 000999909 000 ISI'CIS'T DNV VLVL NVA VANV VIO SYNIQ v
LY \;v‘mue.m; 000°S06 96L°% 000 €1126£T 000264 v9¢°1 TVAANIN VAVA 4AGNNS z<a 104ANE zﬁ_Eozmm <0m<2«3m\_m<z_o €
969601 LY9°S96 960 1 0002852911 | 000°0S8 1201 000'8EL 1HT T ~ NVLvHas@i SVNIA| g
RN 000 LIS bZ0' | 000 ¥00°962°Z1 | 000 L8Z v0Z € 000211606 VOVAHVIO NVA 'VANWEd 'NVMIQIONEd SYNIA| T
9 28R prE=G b € z 1
S10Z 571 NON $71 NON IVAOW VONVIHE + ST NON
HYLVINANAL INvVIaasaad ONVN VANV IAd &1 NON VSV NV DNVAVE IVMVDE
| VONVIE VLNVIAE HVIAVA LVIONVIAd VOIEN NVNLVS| ON

S10T NVEAVOONV NNHV.L SOANM NUHLVANIV I

HVAUVA LVIONVHHUd VUM NVNLVYS VAvd

NYVYIAHUSHMHd DNVN LLNVD NVA NVVIAASAUHd DNV HVTANN SVLVE

CMLS7 VIS of I8 ATCILEM L IOV WA AT (et



d

OO0 LA G%

OGO Ive LI

CHG LHSSS

LS Ive L LL

000°eC1°L99
000668 Y500

000108 vy
000°'SE0 L0OL L

000 9K’ Lbt

LVAOLMHASNI

‘sna snocs ) N s
: pAuueIRUSGRY SE4E B33P UPBL |
1 oo0'9czezy 11 / Yi6'19z€Ty 11 000°€bT°6L0°LET | 000 E0T 8T L €0T 000040 19€° €€ —
000°LZZ LOS €80°LTT L0S 000'SZ2°980°9 000°'SZO tL6'b 000°00L°CTT'T AVSVd NVVIOTIONEd NVA NVONVDVAad SYNIA| 26
000°€H1°ZLS 000°€41°TLS 000'91.°S98°9 000°S81°0SZ°9 000 1€S°ST9 NVNVLAHEY NVA NVNVYRIEd ‘NVINVLAEd SYNIA[ 1S
000°6SL°LZ1 €8S°6SL LT1 000°STT1°€ES'T 000°S8b bSH' 000°0£9'8. HVNAVA dISHV NVA NVYNVLISNdNad J0LNV3| 0S5
000°'16Z°2E1 0ST 16T CET 000°S6b°L8S'1 000°8LT €bt'1 000 L12 tb1 © NVODNVd NVNVHV.LE JOLNVY | 64
000°S9L 11 L91°S9L° 11 000281 T+1 000°L0T 68 000°'S20°2S - 'NVSSErvy NVHVANTED| 84 |
000°Z0E ¥1 £€8S°C0E b1 000 TE9'TLI 000°SHE 601 000'982°C9  NVSVCE NVHVINT® | L
000°01S°81 L16°01S°81 000'1€1°22C 000°'199°811 000°0Lt €01 OLIMOMON ILVTA NVHVANTE| 9t
000°Z0L L1 L91°20L° L1 000°92+'C1C 000°TLI 8E1 000 ST b2 1NAB! ILVIN NVHVINTE | S
000°8vp° L1 L99°8bb L1 000 +8€ 60T 000°8vp €€1 000°9€6'GL NOINX ND¥EM NVHVINTEN | b
000°9L8 L1 CEL9LY LT 000'91S¥1C 000°9S8 CH1 000°099°TZ NVLEM NDAAM NVHVANTDA | €
| D00 ¥L1 81 £80°HL1°81 000'680°'81C 000°'bL6'6ST 000°'ST1°8S NVNNCNVA NVHVANTEN | 21
| 00092 LT L16'9CE°LT 000°€v0°'80C 000°€8y' 811 00009568 NVONIDONNS NVHVANTAN| T+
' 000685 L1 £95°68S L1 000°SLO'T1C 000064 11 000°'S85°96 RIVSOMANd NVHVANTEN [ Ot
000 vLS LY £HS VLS L9 000°S568°018 000°'196'86S 000 vE6' 11T AMYVA NVLYWYODI| 6€
000'86% 6¢ 0SL 862 61 000'G8L'86S 000 1v9 +8€E 000 b1 v1C DOgdD NVLYWVOMI | 8€
000 SYE 65 00S SPE 66 000°9v1°C1L 000'088°S8Y 000'992°92¢ Ave NVLYWVO@I | €
| 000" 181°89 052 181°89 000°'GL1°818 000°01L +09 000'S9P'€1T OINNAr NVLYWVOE | 9€
| 000°605°SS 005 60565 000" ¥11°999 000'SH0" 9D 000'690°0€T OHOrIW NVLYWYVO®I| G€
| O00°1.L8 6¢ OSL 1L3 6y 000 19v'86S 000 V1T LBC 000 LYT'T1C NVVANN NVLVAVOEN | bE
| 000229 vy CHS EHY b 000°£02' 965 000'16L'€CE 000°2SH'21C LLVE NVLYINVOSDI| €€
M. 000 611°0% £ER 61108 000 8EY 196 000°££8°059 000°'G09°01€ VLOY NVLYIWVOSD| Z€
v 000°228 v NONNMIIVI NVLVWVOSN| [ €
o





{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }

		2019-10-22T10:27:12+0700
	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus




